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Abstrak
 

Merek memiliki peran penting dalam jalannya kegiatan usaha terkhusus bagi produsen (pemilik usaha) dan

konsumen. UU No. 20 Tahun 2016 memberikan ketentuan terkait kriteria merek yang tidak dapat diterima

(Pasal 20) dan kriteria merek yang ditolak (Pasal 21). Dalam hal adanya suatu merek terdaftar yang tidak

sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21, maka pihak yang berkepentingan atau pemilik merek tidak

terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek. Tahun 2021-2022 pemilik Merek Gudang Garam

mengajukan gugatan pembatalan atas Merek Gudang Baru sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan

Niaga Nomor 4/Pdt.Sus-Hki/Merek/2021/PN Niaga Sby sebagaimana dikukuhkan oleh Putusan Mahkamah

Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-Hki/2022. Pada putusan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan salah satu amar

putusan yang pada pokoknya memerintahkan Direktorat Merek untuk menolak seluruh pendaftaran merek-

merek dengan basis kata Gudang Baru, Gudang Baru Origin, dan Gedung Baru yang mempunyai persamaan

pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan Merek-Merek Terkenal Gudang Garam, dengan

ketentuan apabila Direktorat Merek tetap mengabulkan permohonan merek tersebut maka pendaftaran

merek dengan sendirinya batal demi hukum. Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam

menyelesaikan dan menjatuhkan putusan a quo tidak sesuai dengan ketentuan, prosedur dan pengaturan

terkait pembatalan merek sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 92 UU

No. 20 Tahun 2016, serta pengaturan penolakan pendaftaran merek khususnya Pasal 19 ayat (3)

Permenkumham No. 67 Tahun 2016.  Seharusnya suatu putusan khususnya putusan perdata tidak

memberikan dampak terhadap pihak dan objek perkara diluar sengketa. Bunyi putusan seperti ini merupakan

bunyi putusan yang baru dalam putusan sengketa pembatalan merek yangmana juga menimbulkan dampak

hukum terhadap permohonan pendaftaran merek yang melibatkan beberapa aspek yakni terhadap Direktorat

Merek, terhadap pihak ketiga, dan terhadap konsep pembatalan itu sendiri.

......Trademark plays an important role in business activities, especially for producers (business owners) and

consumers. Law No. 20 of 2016 regulates criteria for unacceptable trademark (Article 20) and the criteria

for to be rejected trademark (Article 21). In the case of a registered trademark does not comply with the

provisions of Article 20 and Article 21, interested parties can file a lawsuit for the cancellation of the

relevant trademark. In 2021 to 2022 the owner of Gudang Garam Trademark filed a lawsuit for the

cancellation of the Gudang Baru Trademark, as decided in Commercial Court Decision No. 4/Pdt.Sus-

Hki/Merek/2021/PN Niaga Sby, as confirmed by Supreme Court Decision No. 427 K/Pdt.Sus-Hki/2022. In

this case, the panel of judges issued a ruling that ordered the Trademark Office to reject all trademark

application that contains the words "Gudang Baru," "Gudang Baru Origin," and "Gedung Baru" that are
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substantively similar or identical to the well-known Gudang Garam trademark, and if the Trademark Office

still grants the registration of such trademarks, the registration will be automatically considered null and

void. The judge, in performing their duties and authority in resolving and issuing the aforesaid decission did

not comply with the procedures, and regulations related to trademark cancellation as stipulated in the

applicable legislation, particularly Article 92 of Law No. 20 of 2016, as well as the regulations concerning

refusal of a trademark registration Article 19 paragraph (3) of Minister of Law and Human Rights

Regulation No. 67 of 2016. A judge’s civil decision are not supposed to create impact on parties and matters

out of the dispute. Such wording is a new and out of the usual of trademark cancellation disputes, which

would have legal implications to trademark application that involves several aspects namely the Trademark

Office, third parties, and the concept of cancellation itself.


